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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bersarkan penjelasan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah seperti berikut ini :  

1. Insolvensimyang terdapatmdalam UU No.m37 Tahunm2004 Tentang 

Kepailitanmdan PKPU tidakmsama dengan pengertianminsolvensi 

secara umum.mApabila dilihatmdalam PenjelasanmPasal 57 UU No. 

37mTahun 2004 TentangmKepailitan dan PKPUmmenyatakan 

bahwamyang dimaksud denganminsolvensi adalahmkeadaan 

tidaklmampu membayar ataulbangkrut. Sebelum dijatuhkannya putusan 

Pailit PT. Mandala Airlines  Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/ 

2014/PN.NIAGA.JKT.PST, diketahui PT. Mandala Airlines sendiri 

sebagai debitor telah mengajukan PKPU secara sukarela ke 

PengadilanmNiaga padamPengadilan NegerimJakarta Pusat untuk 

melaksanakan restrukturisasimatas utang-utangmpemohon kepada 

paramkreditur ketikamitu, Perkaramtersebut terdaftar denganmnomor 

01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Adapun pokoknya rencana 

restrukturisasi tersebut adalah pelaksanaan konversi atas utang-utang 

menjadi kepemilikan saham. Perusahaan yangmsemula diprediksikan 

akan berjalan sesuai dengan business forecastin planning ternyata 

dalam perjalanannyamtidak sesuai denganmharapan. Hal tersebut 

terlihatmdimana perusahaanmtetap mengalamimkesulitan 

91 



92 
 

 
 

finansialm(keuangan) dan tidak mampu untuk membayar utang-

utangnya kepada para kreditor yang timbul setelah selesainya proses 

PKPU bahkan tidak pernahmmemperoleh keuntunganmatau 

mendekatimuntung pada kuartalmoperasi manapun. 

Kesulitanmkeuangan tersebut tercerminmdalam laporanmkeuangan per 

tanggal 31 Desember 2013 yang telahmdiaudit oleh KantormAkuntan 

Publik Purwantono, Suherman & Surja. Jika kasusnya seperti ini tujuan 

PKPU yang diberikan Hakim pun sia-sia jika debitor tetap dinyatakan 

pailit.Padahal jika dilihat lebih jauh, pada saat itu PT. Mandala Airlines 

sudah dalam keadaan Insolvensi. 

2. Kedudukan pertimbangan hukum Hakim, dalam putusan 

sangatlpenting. Bahkan dapatmdikatakan sebagaiminti yuridismdari 

sebuahmputusan Hakim. Titik tumpumpermohonan pailit perkara 

inimtidak terlepas dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang 

No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kedua pasal ini 

memang disampaikan sebagai dasar argumentasi oleh pemohon pailit 

PT. Manda Airlines. Namun, jika melihat lebih detail, ada 

pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan penerapan dalam 

putusan pailit Nomor Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/ 

PN.NIAGA.JKT.PST seperti tidak adanya legal standing dari pemohon 

pailit, karna telah terjadi kekosongan pada jabatan direksi, dan Pasal 

118 Undang-Undang 40 tahun 2007 yang menegaskan bahwa dewan 

komisaris dapat bertindak untuk pengurusan perseroan pada waktu 
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tertentu atau pada saat direksi tidak ada dalam perseroan atau adanya 

kesosongan jabatan direksi, maka dewan komisaris dapat menggantikan 

posisi direksi dalam rangka likuidasi, seharusnya Permohonan 

Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Paul Rombeek selaku direksi 

melalui Jakarta Legal Group tidak memiliki legal standing, dan 

permohonan Pemohon untuk mempailitkanmdirinya sendirimditolak 

atau dinyatakanltidak dapat diterima denganmalasan Pemohonmtelah 

kehilanganmwewenang untukmmewakili perseroan. Tetapi 

majelismHakim mengesampingkan hal tersebut dengan alasan 

kekosongan jabatan terjadi sesudahmdiajukannya permohonanmpailit 

pada tanggal 09 Desember 2014, dan MajelismHakim tidak 

menemukan satu alatmbukti apapun yang dapatmmelemahkan 

AktamNo.24 tanggal 11 Agustus 2014. Oleh karena itu, debitor berhak 

mengajukan pailit untuk perusahaannya sendiri. Pertimbangan hukum 

yang digunakan Majelis Hakim pada Putusan 

No.48/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.Niaga.JKT.PST, Hakim hanya melihat 

ketentuan atau unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, 

dengan diajukan lima orangmmasing-masing mewakili paralkreditor 

dari PT.Mandala Airlines yang menerangkanmbahwa PT.Mandala 

Airlines mempunyaimhutang yang telah jatuhmwaktu dan 

belummdibayar, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur debitor 

tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan 
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dapat ditagih telah terpenuhi, Merujuk pada Pasal 8 ayat (4) UU 

Kepailitan pembuktian sederhana, dan terakhir terkait keberatan dewan 

komisaris yang tidak setuju PT. Mandala Airlines dipailitkan dengan 

alasan adanya investor baru yang berminatlyang akan mengambilmalih 

PT.MandalalAirlines dari pemegang sahamlsebanyak 55 %, dan 

susunanmdireksi PT.Mandala Airlines sudahmtidak ada lagi. Namun, 

kembali, keberatan dari Dewan Komisaris PT.Mandala Airlines 

tidakmdapat diterima dan Majelis Hakim menilaimtidak beralasan 

hukum karenanya harusmditolak. 

B. Saran 

 Adapun saran dari saya sebagai penulis adalah : 

1. Menurut pendapat saya, untuk mendukung asas kelangsungan usaha 

dalam perkara penyelesaian kasus kepailitan pada perseroan terbatas, 

sangat penting adanya uji solvabilitas, dan penentuan besaran nominal 

utang bagi perusahaan dapat dipailitkan, karna hingga saat ini syarat 

nominal utang untuk bisa dipailitkan belum tercantum dalam Undang-

Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka perlu 

ada perubahan, kana hal tesebut bergunauntuk mengetahui apakah suatu 

perusahaan tersebut masih bisa bertahan atau dinyatakan pailit, 

sehingga dapat tercapainya tujuan dari Undang-Undang Kepailitan dan 

PKPU itu sendiri.  

2. Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memang sudah ada 

peraturan yang mengatur perlindungan terhadap debitor setelah PKPU 
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tetapi hanya sebatas perlindungan rehabilitasi saja. Menurut pendapat 

saya, perlindungan seperti itu kurang cukup, karna yang dibutuhkan 

debitor bukan  sekedar pemulihan nama baik, tapi bagaimana Undang-

undang kepailitan dapat melindungi keberlangsungan usaha debitor 

tersebut setelah penyelesaian PKPU, agar tidak terjadi pengajuan 

kepailitan perseroan kedua kalinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


